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ABSTRACT

The natural disaster that occurred in Palu on September 28, 2018 was an earthquake that
occurred due to the Palu Koro fault activity, which had a magnitude of 7.4 on the Richter scale,
which had an impact on bank performance, primarily related to non-performing loans (NPLs).
The purpose of this study was to determine the policy of handling non-performing loans for
disaster victims as well as an analysis of the Islamic economy of the policy. This research belongs
to the category of qualitative research with a descriptive analysis approach. The object under
study is Islamic and conventional banks. The handling of problem loans still has several things
that need to be clarified, especially for write offs and write offs that are not regulated in OJK
Regulation No. 45/POJK.03/2017 concerning Special Treatment of Credit or Financing for
Certain Areas in Indonesia Affected by Natural Disasters. In addition, the determination of credit
quality and restructuring with a period of 3 years in special treatment for areas affected by
natural disasters is too early to be determined, because the impact of natural disasters for each
customer is different and allows some customers to make bad intentions by utilizing the situation
to avoid payment..
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ABSTRAK

Bencana alam yang terjadi di Palu pada 28 September 2018 merupakan peristiwa gempa bumi
yang terjadi akibat aktivitas di zona besar Palu Koro yang berkekuatan 7,4 skala Richter
memberikan dampak terhadap kinerja bank, utamanya terkait non performing loan (NPL) yang
diakibatkan ketidakmampuan debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan
penanagan kredit bermasalah bagi korban bencana serta analisis ekonomi Islam terhadap
kebijakan tersebut. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan
analisis deskriptif. Obyek yang diteliti adalah bank syariah dan konvensional. Penanganan kredit
bermasalah masih terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas utamanya bagi hapus buku dan
hapus tagih yang tidak diatur dalam Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan
Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena
Bencana Alam. Selain itu, penetapan kualitas kredit dan resktrukturisasi dengan masa 3 tahun
dalam perlakuan khusus bagi daerah yang terkena bencana alam sangat terlalu dini untuk
ditetapkan mengingat karena dampak bencana alam bagi setiap nasabah berbeda-beda dan
memungkinkan sebagian nasabah melakukan iktikad kurang baik dengan memanfaatkan situasi
untuk menghindari pembayaran.

Kata kunci : Bank; Ekonomi Islam; NPL; Restrukturisasi.
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PENDAHULUAN

Bank merupakan agen pembangunan, karena semua bank berfungsi sebagai
intermediasi antara pihak yang memiliki modal untuk berproduksi, sehingga dengan
bantuan modal bagi para pengusaha, sektor riil perekenomian akan berkembang.
Lembaga keuangan memainkan dua peran yang sangat diperlukan dalam sistem
keuangan, yaitu memberikan dukungan untuk berbagai pasar keuangan serta berperan
sebagai penyedia solusi keuangan di mana kegagalan pasar ada meskipun ada lembaga
pendukung pasar (EI-Gamal, 2006). Dengan demikian, pengelolaan bank harus dilakukan
secara hati-hati, karena bank merupakan lembaga usaha yang tidak dapat terlepas dari
risiko (Hodgman, 1960). Kredit bermasalah merupakan kredit tidak lancar yang diberikan
kepada pihak bank kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk
membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo.
Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih
besar dapat dihindari.

Bencana alam yang terjadi di Palu pada 28 September 2018 merupakan peristiwa
gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas di zona besar Palu Koro yang berkekuatan 7,4
skala Richter dan diikuti dengan tsunami yang melanda Pantai Barat Pulau Sulawesi, serta
likuifaksi pada daerah-daerah tertentu dengan korban 2.045 tewas.  Kondisi
perekonomian lumpuh akibat bencana tersebut sehingga seluruh aktivitas keuangan
terhambat termasuk perbankan. Dampak dari bencana tersebut menyebabkan bank tidak
dapat melaksanakan operasional sebagaimana mestinya. Hal demikian pula terjadi pada
masyarakat yang tertimpa oleh dampak bencana tersebut yang bukan hanya bersifat
materi, namun termasuk non materi.

Dampak dari bencana tersebut menyebabkan potensi non performing loan atau
yang biasa disebut dengan kredit bermasalah di berikan kepada wilayah tersebut. Hal ini
terjadi bukan dikarenakan ada faktor kesengajaan, namun diakibatkan oleh faktor lain
yang tidak terduga seperti bencana alam yang berdampak langsung kepada usaha debitur.

Menurut Wimbih Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner Otorisas Jasa
Keuangan (OJK), OJK memperkirakan potensi NPL di Sulawesi Tengah akibat bencana
mencapai Rp. 4.063 triliun dari total Rp. 27 triliun kredit yang disalurkan industri jasa
keuangan dan angka tersebut hanya setara dengan 0,5% jumlah kredit nasional
senilai.Dampak terbesar yang merasakan adalah bank umum yang mencapai Rp. 3,9
triliun dari 20.918 rekening, kemudian bank umum syariah yang mencapai Rp. 246,9
miliar, dan bank swasta nasional mencapai Rp. 541 miliar. Selain itu potensi NPL juga
terjadi pada BPR yang mencapai Rp. 6,1 miliar.

Dalam kondisi tersebut, resiko kredit tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor
ketidakmampuan atan ketidamauan membayar debirut dalam keadaan normal, namun
terdapat faktor lain dan tidak terduga yang berdampak langsung pada kelangsungan
usaha debitur. Dengan demikian, OJK menetapkan relaksasi kredit nasabah dalam rangka
membanu penulihan usaha debitur dan perbankan sekaligus membantu kondisi
perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini menganalisis kebijakan
penanganan kredit bermasalah bagi korban gempa, tsunami, dan likuifaksi serta dalam
tinjauan ekonomi syariah
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KAJIAN LITERATUR
Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau biasa disebut Non Performing Loan (NPL) merupakan
resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank (Sutarno, 2003). Risiko
tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang
disebabkan oleh beberapa faktor (Ais, 2005). NPL merupakan kendala utama bagi
pengembangan sektor perbankan dan menjadi indikator atas kinerja bank (Zhang, Cali,
Dickinsin, Kutan, 2016; Saba, Kouser, & Azzem, 2012; Beaton & Lyrvoda, 2016).
Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang
diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan tersebut bank akan
melakukan segala cara bersifat preventif yang tujuannya adalah untuk mencegah agar
kredit tidak bermasalah (Gazali & Usman, 2012) dengan cara memverifikasi segala
bentuk pengajuan dalam perspektif manajemen resik (Haneef & Riaz, 2012).

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah (Rivai, Veithza, 2006), yaitu:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang
diinginkan oleh pihak bank;

2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank
dalam arti luas;

3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam
bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda
keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang
bersangkutan;

4. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-
sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk
membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/ memenuhitarget yang
diinginkan oleh bank;

5. Kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian,
sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah
sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam
arti luas;

6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank,
baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran
ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah-nasabah yang bersangkutan;

7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta
golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Biety dan Karen Cak menyebut kredit bermasalah sebagai kredit lalai yang
pembayaran angsuran (pokok dan bunga) tidak dibayar sesuai dengan perjanjian kredit
dan akan dilaporkan sebagai kredit lalai bergantung pada jadwal angsuran kredit (Biety
& Nerderkohr, 2008). Penyebab terjadinya kredit bermasalah diantaranya dapat melalui
berasal dari internal perbankan yang dalam melakukan analisis, pihak analisis kurang
teliti dan salah dalam melakukan perhitungan. Selain itu, dapat pula berasal dari
peminjam yang memiliki unsur kesengajaan untuk tidak membayar kewajibannya kepada
bank sehingga kredit yang diberikan macet serta unsur tidak sengaja yang berarti si
debitur memiliki keinginan untuk membayar namun tidak mampu, serta faktor luar yang
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diantranya adalah bencana alam, krisis ekonomi, harga komoditas jatuh, harga-harga
kebutuhan melonjak, dan regulasi pemerintah (Salas & Sauruna, 2002; Clair & Tucker,

1993; Mackenzir, 2011).

Selanjutnya untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan
ukuran-ukuran tertentu dan Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP Tanggal 31 Januari 2005 Perihal Kualitas
Aktiva Bank Umum sebagai berikut:

Tabel 1. Penilaian Kualitas Kredit

Kategori

Indikator

Lancar (Pass)

Dalam Perhatian
Khusus (Special
Mention)

Kurang Lancar
(Substandard)

Diragukan (Doubtful)

Macet (Loss)

kredit yang memenuhi Kkriteria industri atau kegiatan usaha yang
memiliki potensi pertumbuhan yang baik, perolehan laba tinggi dan
stabil, pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan
tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.

kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha
memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, perolehan laba cukup
lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan
pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).

kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha
menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak
mengalami  pertunbuhan, perolehan laba rendah, terdapat
tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui
90 hari sampai dengan 120 hari.

kredit yang memenuhi Kkriteria: industri atau kegiatan usaha
menurun, laba sangat kecil dan negatif, kerugian operasional
dibiayai dengan penjualan aset, terdapat tunggakan pembayaran
pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai
dengan 180 hari.

kredit yang memenuhi kriteria: kelangsungan usaha sangat
diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih
kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti,
mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi
seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan,
terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah
melampaui 180 hari.

Sumber: Bank Indonesia

Adapun kebijakan dalam penyelematan kredit macet yaitu:

1. Rescheduling (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama dari pihak bank
untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur (Crawford,
1987). Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur tidak mampu untuk
memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok
maupun bunga kredit. Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau
seluruh kewajiban debitur (Lanoei, Lemarbre, 1996; Georgievska, 2008)..

2. Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang
diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan)
yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian

kredit.
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3. Restructuring adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan

bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian
kredit (Yildirim & Philippatos, 2007). Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak
seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai
dengan kredit yang diperoleh dari bank.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 14/15/PBI1/2012 tentang Kualitas

Aset Bank Umum disebutkan pada pasal 1 bahwa resktrukturisasi kredit adalah upaya
yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami
kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain:

1.

o g s~ D

Penurunan suku bunga kredit
Perpanjangan suku bunga waktu kredit
Pengurangan tunggakan bunga kredit
Pengurangan tunggakan pokok kredit
Penambahan fasilitas kredit
Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
Adapun penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia dapat dikatakan merupakan

langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelematan di atas
berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena
penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu
yang relatif lama, dan bila melalui badan hukum maka kepastian hukum tetap dan dapat
pula melalui lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit . Dalam
penyelesaian kredit bermasalah, biasanya dilakukan melalui Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (BUPLN), proses litigasi di pengadilan, dan arbitrase (Ais, 2005).

Ekonomi Islam

Para pakar mengemukakan definisi dari ekonomi Islam diantaranya adalah:

1. Abdul Manan mendefiniskan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan
sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang
diilhami oleh nilai-nilai Islam (Manan, 1980).

2. Menurut Hasanuz Zaman mendefinisikan ekonomi Islam membutuhkan
beberapa prasyarat yang merupakan ciri khas cara hidup Islam yaitu dalam
Islam kegiatan ekonomi seharusnya tidak diatur oleh keinginan dan
pengalaman manusia saja, akan tetapu harus diatur oleh perintah dasar
syari‘at. Sebagai ilmu sosial, ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai
moral. Aspek normatifnya lebih menonjol daripada aspek positifnya yang
berperan dalam menganalisis fenomena ekonomi yang ada dan dalam
memutuskan tindakan yang tepat sesuai dengan tujuan Islam. Syariah telah
menetapkan tujuan-tujuan yang harus diusahakan oleh seorang individu
maupun masyarakat. Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan
perintah dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perolehan
dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan
kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban
mereka kepada Allah dan masyarakat (Zaman, 1984).
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3. Akram Khan mengemukakan ekonomi Islam bertujuan mempelajari falah
manusia yang dicapai dengan mengusahakan sumber daya bumi atas dasar
kerja sama dan partisipasi (Arif, 1985).

4. Menurut Syed Nawab Haider Nagvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya,
merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif
dalam masyarakat muslim modern (Naqvi, 2009).

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi
terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonom Islam modern seperti Khurshid Ahmad
telah mengembangkan pendekatan multidisiplin dan multidimensi yang membentuk
landasan konseptual ekonomi Islam dimana standar etika dan moral Islam terintegrasi
erat dengan motif ekonomi. Berlawanan dengan ekonomi konvensional, pendekatan
Islam modern ini menghadirkan visi sosio-etis ekonomi untuk memecahkan masalah
ekonomi manusia. Ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan sistem baru
berdasarkan fitur-fitur berikut: (i) ekonomi Islam adalah sub-sistem dari domain yang
lebih besar dari agama Islam, oleh karena itu sumbernya berasal dari sumber fundamental
Islam; (ii) ini berurusan dengan semua masalah ekonomi dan kegiatan seperti dalam kasus
sistem ekonomi yang berlaku; dan (iii) mewajibkan individu untuk membatasi pilihan
mereka dalam batasan etika Islam. Khursid Ahmad memandang ekonomi Islam
didasarkan pada aksioma konseptual yaitu tauhid, rububiyyah, khilafah, dan tazkiyah
(Nabi, 2016).

M. Umer Chapra mengemukakan prinsip dasar ekonomi Islam yang tidak hanya
membingkai pandangan dunia Islam, tetapi juga memberikan sumber utama magashid
syariah dan strategi pengembangan (Chapra, 1995), yaitu:

1. Tauhid
Landasan agama Islam adalah tauhid (Keesaan) yang pada konsep ini terletak
seluruh pandangan dan strateginya. Segala sesuatu berasal dari-Nya dan ini berarti bahwa
alam semesta telah dirancang dan diciptakan oleh Yang Maha Tinggi, dan tidak muncul
secara kebetulan atau kebetulan. Segala sesuatu yang diciptakan-Nya memiliki tujuan
yang memberikan makna bagi eksistensi Semesta dan manusia menjadi bagian dari hal
tersebut.

2. Khilafah
Manusia adalah khalifah di bumi dan telah diberkahi dengan semua karakteristik
spiritual dan mental, serta sumber daya material, untuk memungkinkannya menjalankan
misi secara efektif. Dalam kerangka acuan khilafahnya, manusia bebas dan juga mampu
berpikir dan bernalar, untuk memilih di antara benar dan salah, adil dan tidak adil, dan
untuk mengubah kondisi hidupnya.

Sumber daya yang diberikan Tuhan kepada dunia ini tidak terbatas. Namun
mereka cukup untuk memenuhi kesejahteraan manusia. Manusia bebas untuk memilih
antara penggunaan alternatif sumber daya ini. Salah satu ujian sebenarnya terletak pada
pemanfaatan sumber daya yang diberikan Tuhan dalam suatu ‘efisien' dan ‘adil’ agar
kesejahteraan (falah) semua terjamin. Status khalifah dalam Islam sebagai pengemban
amanat sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin
perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi
pelanggaran terhadap hak-hak manusia.
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3. Keadilan

Persaudaraan, yang merupakan bagian integral dari konsep tauhid dan khilafah
akan tetap menjadi konsep kosong yang tidak memiliki substansi jika tidak disertai
dengan keadilan sosial ekonomi. Keadilan telah dipegang oleh para ahli hukum untuk
menjadi unsur yang mutlak diperlukan dari magasid al-Shari‘ah, sejauh ini sehingga tidak
mungkin untuk membayangkan masyarakat yang ideal di mana keadilan belum
ditetapkan. Islam sama sekali tidak ambigu dalam tujuannya memberantas masyarakat
manusia dari semua jejak zulm, yang merupakan istilah Islam komprehensif yang
merujuk pada semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan, dan kesalahan, di
mana seseorang merampas hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap
mereka

Menurut Maulana Maududi prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah:
kepemilikan pribadi, batasan halal dan haram, kesetaraan ekonomi, ekonomi bebas dan
peran kesejahteraan negara. Sistem ini didirikan untuk mencapai tujuan kebebasan
manusia, pengembangan material dan moral yang dilakukan secara simultan, penegakan
keadilan, pemerataan kekayaan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan koordinasi
antara berbagai kelompok masyarakat (Aziz & Mahmud, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan
analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti
kondosi obyek secara alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2009)
dengan memanfaatkan berbagai metode alami (Moleong, 2014). Adapun obyek yang
diteliti adalah institusi keuangan yaitu bank syariah dan konvensional. Tipe data adalah
data kualitatif yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan
data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data
menggunakan teknik yang kemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data,
tampilan data, dan kesimpulan/verifikasi data (Emzir, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan
Konvensional pasca Bencana

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikenal sebagai zamrud khatulistiwa.
Namun dibalik kekayaan juga tersimpan potensi gerakan alam yang dapat menimbulkan
bencana. Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa wilayah nusantara ini tidak
hanya dikelilingi oleh tiga lempeng aktif tektonik, tetapi juga berada pada cincin api (ring
of fire) dan menengah yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

Dampak yang diperoleh dari bencana meliputi banyak aspek dalam kehidupan
masyarakat termasuk pula pada industri jasa keuangan. OJK sebagai lembaga yang
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, mengeluarkan Peraturan OJK Nomor
45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan bagi
Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Peraturan ini memberikan
perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank berupa penetapan kualitas kredit
atau pembiayaan dan terhadap pemberian kredit atau pembiayaan yang diberikan setelah
terjadinya bencana alam kepada debitur yang terkena dampak bencana alam.
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Adapun penentuan daerah yang terkena bencana alam dalam suatu keputusan
Dewan Komisioner OJK dalam Peraturan Otorisas Jasa Keuangan Nomor
45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi
Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dengan memperhatikan:

1. Aspek luas wilayah yang terkena bencana alam

2. Jumlah korban jiwa

3. Jumlah kerugian materil

4. Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam,

5. Persentase jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang
terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah
bencana alam

6. Persentase jumlah kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp. 5
milyar terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah terkena bencana

7. Aspek lainnya yang menurut OJK perlu untuk dipertimbangkan.

Adapun perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan pasca bencana gempa,
tsunami, dan likuifaksi di Pasigala adalah tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2018 pasca
gempa, tsunami, dan likuifaksi Pasigala, Dewan Komisioner OJK menetapkan kebijakan
pemberian perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan bank syariah perbankan
untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Provinsi Sulawesi
Tengah yang diputuskan pada Rapat Dewan Komisioner OJK pada hari Selasa
(9/10/2018) di Bali. Lihat Siaran Pers Perlakuan Khusus Terhadap Nasabah dan Industri
Jasa Keuangan yang Terdampak Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, 10 Oktober 2018.
Perlakuan khusus tersebut diberikan untuk penilaian kredit/pembiayaan syariah,
restrukturisasi, dan atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru di Kota Palu,
Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada
POJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan
Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dan akan berlaku
selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Secara umum perlakuan khusus bagi bank konvensional dan syariah adalah sama,
namun pada kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK diberikan penekanan lebih terhadap
perlakuan untuk bank syariah yaitu dengan menambahkan poin khusus dalam kebijakan
tersebut. Adapun isinya adalah perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena dampak
juga berlaku bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup seluruh
jenis pembiayaan.

Adapun perlakuan khusus terhadap kredit pada bank konvensional dan syariah
adalah:

1. Penilaian Kualitas Kredit

Perlakuan khusus atas penilaian kualitas kredit dengan plafon maksimal Rp. 5
milyar didasarkan atas ketetapan membayar pokok dan/atau bunga. Adapun bagi kredit
dengan plafon di atas Rp. 5 milyar penetapan kualitas kreditnya mengacu pada PBI
Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Hal ini berbeda
saat keadaan normal untuk plafon maksimal Rp. 5 milyar (perlakuan khusus) yang
mengharuskan penentuan kualitas kredit dan penyediaan dana lain yang melebihi nominal
Rp. 1 milyar dengan penetapan kualitas dapat didasarkan pada prospek usaha, Kinerja
usaha, dan kemampuan membayar. Adapun untuk plafon di atas Rp. 5 milyar tetap
mengacu pada Peraturan Bank Indonesia.
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Selain itu, perlakuan khusus yang diberikan sangat meringankan/longgar bila
dibandingkan dengan ketentuan dalam hal kredit bagi daerah tertentu dengan penetapan
kualitas dapat didasarkan pada ketetapan pembayaran pokok/atau bunga.

2. Rektrukturasasi Kredit
Adapun perlakuan khusus dalam rektrukturisasi kredit adalah bagi kualitas kredit
bagi bank umum maupun BPR yang diresktrukturisasi ditetapkan lancar sampai jangka
waktu 3 tahun dan rekstrukturisasi dapat dilakukan baik sebelum dan sesudah terjadinya
gempa.

Hal ini sangat berbeda saat keadaan normal yang mengacu pada pada PBI Nomor
14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Restukturisasi kredit dapat
dilakukan dalam keadaan normal bila debitur mengalami kesulitan mengalami
pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur masih memiliki prospek usaha yang
baik dan dinilai mampu memenui kewajiban setelah direkstruktisasi. Setelah gempa,
kebijakan yang diterapkan adalah seluruh kredit dapat melakukan redistrukturisasi meski
pada saat sebelum gempa tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau
bunga.

Selain itu, dalam keadaan normal disebutkan bahwa kualitas kredit setelah
direkstrukturisasi paling tinggi sama dengan kualitas kredit sebelum direstrukturisasi
sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok secara
berturut-turut selama 3 kali periode secara berturut-turut dan dapat meningkat paling
tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi setelah
debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara berturut-turut selama 3 kali
periode sesuai waktu yang diperjanjikan. Hal ini sangat berbeda dengan perlakuan khusus
yang diberikan yaitu langsung dikategorikan lancar sejak 3 tahun setelah bencama.

Adapun skema restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk
perpanjangan jangka waktu pinjaman, penundaan angsuran, dan penurunan suku bunga.
Dasar kebijakan tersebut dengan memperhatikan kondisi rumah yang telah terkategori
sesuai yang telah ditetapkan oleh bank dengan jangka waktu maksimal 3 tahun.

Adapun untuk penundaan angsuran diberikan oleh bank kepada nasabah dengan
melihat kondisi tempat tinggal nasabah dengan kategori rusak ringan, rusak sedang, dan
rusak parah. Tingkatan jangka waktu penundaan pembayaran memiliki tingkatan yaitu 3
bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang diterapkan pasca dikeluarkannya perlakuan khusus oleh
Dewan Komisioner OJK. Bila nasabah masih tidak mampu melakukan pembayaran
secara normal sesuai jangka waktu yang telah disepakati maka akan dipertimbangkan
kembali, mengingat usaha nasabah sebagai sumber pokok penghasilan masih belum
berjalan secara normal.

Resktrukturisasi dalam penurunan suku bunga diberikan kepada nasabah bila
nasabah ingin tetap melakukan pembayaran dengan dasar rumah dan usaha tidak
terdampak dan masih memiliki kemampuan untuk membayar, akan tetapi jangka waktu
untuk penurunan suku bunga ditetapkan oleh bank.

3. Pemberian Fasilitas Kredit dan/atau Penyediaan Dana Lain Baru
Adapun pemberian kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak maka bank
dapat memberikan kredit bagi debitur yang terkena dampak bencana alam dan penetapan
kualitas kreditnya dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang telah ada
sebelumnya, yaitu:
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a. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang diberikan setelah
terjadinya bencana alam dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan
hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

b. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang diberikan setelah
terjadinya bencana alam dengan plafon lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset
bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit baru bagi nasabah, bank sangat berhati-hati
dalam memutuskan pilihan. Salah satu indikator yang ditetapkan oleh bank adalah
kualitas kredit sebelum bencana terjadi yang masuk dalam kategori lancar.

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Kebijakan Penangan Kredit Bermasalah bagi
Nasabah

Banyak kasus kredit bermasalah terjadi diakibatkan oleh bencana alam sehingga
posisi perbankan mengalami dilema. Hal demikian terjadi disebabkan bank harus mampu
survive dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku, namun disisi lain bank juga dituntut
untuk dapat memberikan rasa kemanusiaan kepada nasabah yang tertimpa musibah.

Dalam kasus kredit macet akibat bencana termasuk dalam kondisi force majeure,
yang merupakan unsur ketidaksengajaan oleh debitur yang memiliki keinginan untuk
membayar tetapi tidak mampu. Dalam keadaan memaksa ini, terjadi peristiwa yang tidak
terduga yang terjadi di luar kesalahan para debitur setelah terjadinya sebuah perjanjian
(akad) sehingga peristiwa tersebut menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya
sebelum dinyatakan lalai dan oleh karenanya debitur tidak dapat disalahkan untuk tidak
menanggung risiko atas peristiwa tersebut (Delaume, 1971). Terdapat alasan yang
menjadikan para debitur bencana dapat dikategorikan sebagai force majeure, yaitu tidak
terpenuhinya prestasi yang disebabkan oleh peristiwa yang dapat membinasakan hingga
memusnahan objek perikatan; terdapat penyebab di luar kesalahan debitur yang
disebabkan oleh peristiwa yang mampu menghalangi debitur untuk berprestasi; dan faktor
penyebab itu atau peristiwa tersebut tidak terduga sebelumnya dan tidak mungkin untuk
dipertanggungjawabkan kepada debitur (Silber, 2010).

Melihat kondisi pasca bencana, pemerintah telah berupaya meringankan beban
masyarakat yang terdampak bencana. Salah satu upaya pemerintah adalah pemberian
perlakuan khusus kepada nasabah yang terdampak bencana. Perlakuan khusus tersebut
dikeluarkan tidak begitu lama setelah bencana terjadi. Hal ini memberikan pemahaman
peran pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah wajib mempunyai
kemampuan untuk mengontrol setiap bencana yang terjadi yang meliputi perencanaan
dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekontruksi dan mengatasi
masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen
bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan pada hukum kemanusiaan
internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana
alam (Aksa, 2015). Prinsip khilafah dalam ekonomi Islam menjamin perekonomian
berjalan dengan baik.

Berdasarkan pembahasan pada kebijakan penanganan kredit bermasalah pasca
bencana pada bank konvensional, perlakuan khusus tersebut diperuntukkan kepada
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nasabah yang terdampak bencana sehingga menyulitkan nasabah agar tetap pada kualitas
kredit dalam kategori lancar. Nampak kebijakan tersebut memberikan keringanan bagi
nasabah dengan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada nasabah. Setiap nasabah
dibolehkan untuk mengajukan resktrukturisasi dengan persyaratan nasabah terdampak
bencana dan mendatangi pihak perbankan dan memberikan informasi terkait dampak
bencana dan mengemukakan alasan pengajuan resktrukturisasi. Dalam hal ini, OJK
memberikan aturan dan petunjuk kepada bank konvensional agar memberikan perlakuan
kepada nasabah yang terdampak bencana.

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, salah satu prinsip ekonomi Islam adalah
keadilan yang dimaknai di dalam persamaan hukum yang di maksudkan di sini ialah
setiap orang harus diberlakukan sama didepan hukum yang berarti tidak boleh membeda-
bedakan antara golongan satu dengan golongn yang lain, tidak boleh mendiskriminasi
terhadap seseorang didepan hukum dengan alasan apapun. Setiap orang harus
diberlakukan yang sama adilnya dengan orang lain (P3KI Ull Yogyakarta & Bank
Indonesia, 2012).

Selain itu, perlakuan khusus diberikan oleh bank kepada dengan berbagai opsi.
Opsi yang ditawarkan kepada nasabah yaitu bila nasabah menganggap masih kesulitan
dalam pembayaran kredit, maka nasabah dibolehkan untuk tetap membayar kredit bila
nasabah merasa mampu membayar dan pembayaran kredit dilakukan tanpa disertai bunga
dan hanya angsuran pokok yang jangka waktunya ditentukan oleh bank yaitu 3 bulan.

Adapun bagi nasabah yang tidak mampu membayar kredit maka diberikan
keringanan yaitu menunda pembayaran dengan memberikan dokumentasi kondisi rumah
kepada bank dan mengisi formulir penundaan yang kemudian bank menentukan jangka
waktu diberikan. Tingkatan jangka waktu terkait penundaan pembayaran didasarkan
kepada kondisi rumah. Kondisi rumah nasabah terdampak bencana memiliki 3 kategori,
yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Realitas yang terjadi adalah penentuan
tingkatan jangka waktu terkadang tidak sesuai dengan kondisi riil rumah pasca gempa.
Dalam Islam, keutamaan dalam menunda pembayaran merupakan salah satu etika dalam
utang-piutang. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Al
Bagarah (2): 280.

Osalad (58 &) 180 55 1533003 415 3ds J) 55138 5508 53 6B O3

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu
sampai dia memperoleh kelapangan. dan jika menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika
kamu mengetahui.

Begitu pula dalam hadis disebutkan keutamaan dalam pemberian tenggang waktu
bagi yang sulit melunasi.

3 @z
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Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk
melunasi hutang atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapat
naungan Allah (HR. Muslim)

Hadirnya perlakuan khusus dapat meringankan beban bagi nasabah, namun
terdapat beberapa dari nasabah memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan
penundaan pembayaran dengan memanipulasi data, sehingga perolehan jangka waktu
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penundaan tidak relevan padahal memiliki kemampuan untuk membayar setiap bulannya.
Hal tersebut dilakukan dengan dalih nilai uang akan semakin menurun/spekulasi dan
menghindari pembayaran. Perilaku yang demikian tentunya tidak mencerminkan adab
dalam pinjam meminjam.

Hukum menunda pembayaran hutang tidak haram apabila orang yang
berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu
membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya semisal uang yang ia
miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama (Al-
Zargani, 2003).

136 (s caiht Phan B las ale b o 1 Joiy &1 1402 Al oy B350 f B2
FIAr e Je (8050 &
Dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya Rasululah saw berkata: Penundaan
pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezaliman. Apabila

seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia
mengikuti. (HR. Bukhari)

Namun perlakuan khusus kepada nasabah tampak tidak adil dangan
mencolok dalam kategori rumah rusak berat dengan indikator rumah tidak dapat
ditinggali sebagaimana mestinya, akan tetapi terdapat banyak nasabah yang memiliki
rumah rusak berat disertai dengan kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk
membangun rumah kembali, sebagai contoh di lokasi yang merupakan zona yang
ditetapkan sebagai zona yang tidak diperuntukkan untuk pemukiman. Perlakuan untuk
penundaan pembayaran diberlakukan sama dengan nasabah yang rumahnya berada pada
zona hijau atau zona aman yang dapat dijadikan sebagai wilayah pemukiman.

Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi nasabah yang rumah dan usahanya
tidak terselamatkan. Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia namun untuk
memenuhi kebutuhan, manusia melakukan usaha sesuai dengan kompetensi dan
minatnya. Namun, bila usaha yang dimiliki sebagai penopang kebutuhan hidup tak
mampu lagi memenuhi kebutuhan akibat terdampak bencana tentunya sangat miris bila
membandingkan dengan nasabah yang rumahnya termasuk dalam kategori rusak berat
namun dapat dibangun kembali. Hal ini diperparah lagi dengan tetapnya utang terhadap
lembaga perbankan meskipun telah disetujuinya penundaaan pembayaran. Bagi nasabah
yang terdampak bencana cukup berat tentunya harus memulai segera usaha baru dengan
tetap memikirkan upaya membayar kredit bila jangka waktu penundaan pembayaran telah
selesai dan hal ini cukup menyulitkan.

Bank sebagai lembaga yang berorientasi profit yang menjadikan kredit
bermasalah/Non Performing Loan merupakan indikator kesehatan bank serta
memberikan dampak bagi kinerja bank. Bank butuh waktu dan cara tersendiri untuk
mengembalikan kondisi agar kembali dalam kondisi normal lagi. Kredit NPL yang
diakibatkan bencana alam dalam jumlah besar akan memberikan efek terhadap dunia
perbankan. Dengan demikikian, bank dan para debitur sangat menunggu keputusan dan
regulasi yang tepat dan cepat guna kepastian hukum dalam penanganannya dengan
memperhatikan kepentingan dan kondisi bersama perbankan dan kepentingan nasabah.
Apalagi bank yang berstatus BUMN akan memilih hapus tagih, maka akan dianggap
merugikan keuangan negara.
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Dalam beberapa kasus kredit macet perbankan akibat bencana alam yang pernah
terjadi di Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan Bl dan OJK (Otoritas Jasa
Keuangan), telah memberikan arahan agar diadakan aturan tersendiri tentang kebijakan
bantuan perbankan akibat bencana alam, baik mengenai penjadwalan ulang, pengajuan
pinjaman baru maupun penghapusan hutang. Hanya saja, keputusan yang pernah
diterapkan oleh pemerintah sebagai pemegang policy, antara satu kasus dengan kasus lain
terlihat ambigu dikarenakan pemerintah memberikan dan menerapkan keputusan yang
berbeda-beda. Hal ini bisa dilihat pada ketidaksamaan kebijakan yang diberikan oleh
pihak otoritas perbankan kepada para nasabah antara korban banjir di Manado dan erupsi
Gunung Sinabung di Karo dengan kebijakan korban letusan Gunung Merapi di Jawa
Tengah (Adlan, 2016). Perbedaan penerapan kebijakan tersebut membingungkan dan
menimbulkan rasa tidak ketidakadilan bagi sebagian nasabah korban bencana terkhusus
pengusaha UMKM yang menganggap keputusan tersebut tidak berpihak kepada mereka.

Hukum Islam diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh tidak lain adalah
bertujuan demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dalam
upaya mencapai tujuan tersebut maka hukum Islam mempunyai beberapa prinsip, yaitu:
1) memberikan kemudahan dan meniadakan kesulitan, 2) menyedikitkan beban, dan 3)
menempuh jalan pertahapan.

Apabila kondisi seseorang yang berutang dalam kesulitan dan dalam keadaan
ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberikan kelonggaran
dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya.
Islam menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya agar
terlepas dari tanggung. Bila seseorang mampu membayar hutang tetapi tidak
melakukannya maka dikategorikan telah bertindak zalim. Namun lain halnya bila orang
yang berhutang tersebut dalam keadaan kesulitan atau belum mampu melunasi
hutangnya, maka Islam menganjurkan kreditur untuk memberikan penundaan
pembayaran, atau dimungkinkan kreditur dapat memaafkan dan membebaskan debitur
serta menganggap hutang tersebut sebagai sedekah atau zakat wajib karena orang yang
berhutang berhak menerima zakat (al-Maragi, 1987). Asas kemaslahatan baik perorangan
maupun masyarakat dalam urusan muamalah adalah asas yang paling pokok dalam figh
oleh sebab itu hukum harus berkisar dari illat-nya. Selain itu, maksud diturunkan hukum
tahap demi tahap adalah agar seiring dengan kemaslahatan manusia itu sendiri (Shiddiqi,
1997).

Untuk itu langkah yang harus dilakukan adalah bank wajib mendata jenis kredit
dan nasabah vyang terdampak akibat bencana alam sehingga diperolehnya
pengklasifikasian nasabah secara jelas sebagai acuan penerapan keputusan OJK dan bank.
Dengan demikian kebijakan bagi nasabah korban bencana dapat diperlakukan secara
berbeda, utamnya antara nasabah kredit konsumtif dengan kredit usaha produktif, antara
skala usaha kecil dan menegah dengan usaha skala besar, antara kreditur yang masih
mampu bila diberikan penundaan dengan kreditur yang tidak mampu untuk meneruskan
usahanya.

KESIMPULAN

Segala yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak-Nya, sehingga manusia
harus berserah diri dan bersangka baik atas segala yang terjadi. Penanganan kredit
bermasalah masih terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas utamanya bagi hapus buku
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dan hapus tagih yang tidak diatur dalam Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang
Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan bagi Daerah Tertentu di Indonesia
yang Terkena Bencana Alam. Selain itu, penetapan kualitas kredit dan resktrukturisasi
dengan masa 3 tahun dalam perlakuan khusus bagi daerah yang terkena bencana alam
dalam Peraturan OJK sangat terlalu dini untuk ditetapkan mengingat dampak bencana
alam bagi setiap nasabah berbeda-beda dan memungkinkan sebagian nasabah melakukan
iktikad kurang baik dengan memanfaatkan situasi untuk menghindari pembayaran. Hal
ini disebabkan karena tidak adanya indikator lengkap nasabah yang terdampak bencana.
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